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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 RT. 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, 
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 

Home Page :www.badilag.mahkamahagung.go.id, e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id 
 

Nomor :  1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024   6 Juni 2024 
Sifat : Penting 
Lampiran:  6 (Enam) Eksemplar 
Hal : Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual 
  Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 
  Kelas IA Tahun 2024 
 

Yth.  1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia; dan  
 2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh. 
di –  
 Tempat 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pimpinan Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah Kelas IA, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 
Agung R.I. akan menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) 
Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA 
Tahun 2024, dengan tema “Melalui Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Agama Secara Virtual Kita Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan 
Peradilan Menuju Peradilan Agama Modern Berkelas Dunia”. 

Sehubungan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara memberitahukan calon 
peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran I untuk mengikuti kegiatan 
dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut: 

A. Kualifikasi 
1. Berasal dari Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IB yang telah 

menjabat sebagai Ketua minimal 1 (satu) tahun per 31 Mei 2024; 
2. Berasal dari Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA minimal 

1 (satu) tahun yang pernah menjabat sebagai pimpinan Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah Kelas IB minimal 1 (satu) tahun; 

3. Golongan ruang IV/c dan IV/b minimal TMT 1 Oktober 2023 (kecuali yang 
belum menjabat sebagai Ketua minimal 1 (satu) tahun atau rangking prestasi 
triwulan kinerja Satker tidak memenuhi syarat); 

4. Usia maksimal 55 tahun pada tanggal 31 Mei 2024; 
5. Mendapatkan izin dari pimpinan pengadilan; 
6. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat atau telah 

melewati masa pemulihan pasca menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan 
Lampiran III Angka II Huruf I Angka 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada 
Empat Lingkungan Peradilan; 

7. Mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang 
dimintakan Ditjen Badilag Mahkamah Agung; 

8. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari 
Rumah Sakit Pemerintah/RSUD atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh 
Asuransi Kesehatan Mandiri InHealth, tidak diperbolehkan dari Puskesmas; 

9. Telah mengirimkan LHKPN Tahun 2022 dan 2023 dibuktikan dengan bukti 
pengiriman LHKPN Tahun 2023 dan 2024. 
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B. Kinerja 

1. Rangking 1 sampai 65 rata-rata Triwulan Kinerja Satker Selama Tahun 2023 
dan Triwulan I Tahun 2024 bagi calon peserta dengan golongan ruang IV/c; 
atau 

2. Rangking 1 sampai 60 rata-rata Triwulan Kinerja Satker Selama Tahun 2023 
dan Triwulan I Tahun 2024 bagi calon peserta dengan golongan ruang IV/b 
minimal TMT 1 Oktober 2021; atau 

3. Rangking 1 sampai 60 rata-rata Triwulan Kinerja Satker Selama Tahun 2023 
dan Triwulan I Tahun 2024 bagi calon peserta dengan golongan ruang IV/b 
TMT minimal 1 Oktober 2022; atau 

4. Rangking 1 sampai 25 rata-rata Triwulan Kinerja Satker Selama Tahun 2023 
dan Triwulan I Tahun 2024 bagi calon peserta dengan golongan ruang IV/b 
TMT minimal 1 Oktober 2023. 

C. Prestasi satker berupa predikat WBK/WBBM, predikat Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan, Peradilan Elektronik Terbaik, Mediasi Terbaik, Gugatan Sederhana 
Terbaik, Gugatan Mandiri Terbaik, Eksaminasi Terbaik dan lain-lain telah dihitung 
dalam penilaian triwulan kinerja satker; 

D. Perhitungan prestasi satker sebagaimana dimaksud huruf B di atas menggunakan 
data di satker peserta yang ditempati lebih dari 6 bulan. Bagi Peserta yang bertugas 
di satker baru dalam waktu kurang dari 6 bulan, maka dihitung berdasarkan 
prestasi satker sebelumnya; 

E. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

No. Tahapan Tanggal 
Pelaksanaan 

Keterangan 

1.  Pengumuman Seleksi Uji 
Kepatutan dan Kelayakan (Fit and 
Proper Test) 

6 Juni 2024 Diumumkan melalui 
website Ditjen 
Badilag 

2.  Konfirmasi dan pengiriman 
berkas persyaratan seluruh calon 
peserta ke Panitia Ditjen Badilag 

6 Juni 2024 –   
19 Juni 2024 

Dikirimkan ke alamat 
surat elekronik Ditjen 
Badilag 

3.  Pengumuman Lulus Seleksi 
Administrasi, Penyampaian 
Nomor Tes dan Pembagian 
Kelompok seluruh Peserta 

20 Juni 2024 Diumumkan melalui 
Website Ditjen 
Badilag 

4.  Acara Pembukaan Secara Virtual 24 Juni 2024 Melalui zoom dan live 
streaming youtube 

5.  Sosialisasi dan Simulasi 
Wawancara Fit and Proper Test, 
Ujian Hafalan Ayat Al Quran dan 
Praktek Pengusaan TI 

24 Juni 2024 Virtual, melalui zoom 

6.  Ujian Hafalan dan Pemahaman 
Ayat Al Quran 

26 Juni 2024 Virtual, melalui zoom 

7.  Ujian Praktek Penguasaan TI 27 Juni 2024 Virtual, melalui zoom 

8.  Sosialisasi dan Simulasi Ujian 
Profile Assessment 

28 Juni 2024 Virtual, melalui zoom 

9.  Ujian Profile Assessment  3, 4, 5 Juli 2024 
(Tentative) 

Virtual, melalui zoom 

10. Ujian Wawancara Fit and Proper 
Test 

9, 10 Juli 2024 
(Tentative) 

Virtual, melalui zoom 

11. Rapat Pleno dan Pengumuman 
Hasil Akhir 

11 Juli 2024 Diumumkan melalui 
Website Ditjen 
Badilag 
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F. Materi 

1. Profile Assessment, meliputi: 
a) Pengisian Formulir Kompetensi dan Critical Incident; 
b) Psikotes; 
c) Leaderless Group Discussion (LGD).  
d) Analisis Kasus; dan 
e) Wawancara. 

2. Ujian Wawancara Fit and Proper Test, meliputi: 
a) Kebijakan Pembinaan Teknis Peradilan; 
b) Visi, Misi, Kebijakan Mahkamah Agung R.I. dan Bidang Non Yudisial; 
c) Manajemen Pembinaan dan Pengembangan SDM; 
d) Hukum Perdata Agama: Bidang Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, 

Zakat dan Sodaqoh; 
e) Sistem Pengawasan Internal Mahkamah Agung; 
f) Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Gugatan Sederhana, dan 

Jinayat di Aceh; 
g) Membaca Kitab Kuning dan Hukum Ekonomi Sya’riah; 
h) Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; dan 
i) Manajemen Pengawasan Peradilan. 

3. Praktek Penguasaan Teknologi Informasi, meliputi: 

a) Keahlian, meliputi: Kemampuan Umum; Pendaftaran Persidangan, 
Persidangan dan Pasca Persidangan, Monitoring Persidangan menggunakan 
SIPP, e-Court, Direktori Putusan, Aplikasi Pendukung SIPP, Aplikasi 
Kinsatker; dan Inovasi Teknologi Informasi; 

b) Wawasan dan Manajemen Teknologi Informasi. 

4. Hafalan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al Quran di bidang hukum 
keluarga, ekonomi syari’ah, dan jinayat. 

G. Seluruh calon peserta wajib mengikuti seluruh tahapan dan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Panitia Ditjen Badilag; 

H. Pimpinan pengadilan wajib membebastugaskan peserta di satker masing-masing 
dari tugas sehari-hari, selama ujian berlangsung sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan Panitia Ditjen Badilag Mahkamah Agung; 

I. Seluruh calon peserta wajib melakukan konfirmasi dan mengirimkan dokumen 
persyaratan kepada Panitia Ditjen Badilag Mahkamah Agung, berupa: 
1. Surat Konfirmasi Keikutsertaan Peserta, sebagaimana contoh formulir pada 

Lampiran II; 
2. Surat Keterangan Tidak Pernah atau Sedang Menjalani Hukuman Disiplin 

Sedang/Disiplin Berat dari Pimpinan Pengadilan, sebagaimana contoh Formulir 
pada Lampiran III; 

3. Surat Persetujuan Pimpinan Unit Kerja/Pengadilan, sebagaimana contoh 
formulir pada Lampiran IV; 

4. Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Pengadilan;  
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; 

dan 
6. Bukti pengiriman LHKPN Tahun 2023 dan 2024. 

dalam bentuk file PDF, melalui surat elektronik: melalui aplikasi SIMTEPA FORM 
pada tautan https://simtepa.mahkamahagung.go.id/, paling lambat Rabu, 19 Juni 2024 pukul 
15.00 WIB. 
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J. Dalam hal kondisi yang tidak memungkinkan dan disertai dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, peserta dapat melaksanakan ujian dari satuan 
kerja lain, dengan cara mengajukan permohonan tempat ujian kepada Panitia 
Ditjen Badilag dan satker yang dituju, sebagaimana contoh format pada Lampiran 
V.a dan Lampiran V.b. 

K. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) 
dapat dibaca pada Lampiran VI. 

L. Bagi calon peserta yang mengundurkan diri tanpa alasan yang pasti, Ditjen Badilag 
Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keikutsertaan yang bersangkutan 
dalam kegiatan serupa berikutnya. 

M. Meeting ID beserta password akun Zoom, atau tautan untuk ujian tertulis akan 
dibagikan Panitia Ditjen Badilag ke alamat surat elektronik peserta dan/atau 
melalui media elektronik lainnya. 

N. Keluhan, pertanyaan, saran dan atau Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 
contact person an. Sdr. M. Tasdik di Nomor Handphone 085691974839 atau 
Wahyu Setiyawan, di Nomor Handphone 081327646825. 

O. Dalam proses seleksi peserta tidak dipungut biaya apapun dan dalam memberikan 
pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak 
menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila 
terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan 
melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah 
Agung R.I., dengan alamat: https://siwas.mahkamahagung.go.id. 

Demikian, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
 
 
Tembusan Yth.: 
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI; 
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 
6. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terkait; 
7. Para calon peserta. 



Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor   : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024
Tanggal : 6 Juni 2024

No. Nama G/R Jabatan Satuan Kerja Kelas Wilayah Hukum

1 Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., 
M.H.I.

IV/c Ketua PA Pangkalan Bun IB PTA Palangkaraya

2 Makhmud, S.Ag., M.H. IV/c Ketua PA Magetan IB PTA Surabaya

3 Nanang Moh. Rofi`I Nurhidayat, 
S.Ag.

IV/c Ketua PA Wates IB PTA Yogyakarta

4 Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I. IV/c Ketua PA Sekayu IB PTA Palembang

5 Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. IV/c Ketua PA Wonogiri IB PTA Semarang

6 Ribeham, S.Ag. IV/b Ketua PA Donggala IB PTA Palu

7 Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. IV/b Ketua PA Bantul IB PTA Yogyakarta

8 Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. IV/b Ketua PA Bangkinang IB PTA Pekanbaru

9 Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H. IV/b Ketua PA Tanggamus IB PTA Bandar Lampung

10 Nongliasma, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Payakumbuh IB PTA Padang

11 H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy. IV/b Ketua PA Gunung Sugih IB PTA Bandar Lampung

12 Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. IV/b Ketua PA Kota Kediri IB PTA Surabaya

13 Muhammad Radhia Wardana, 
S.H.I. M.H.

IV/b Ketua PA Martapura 
(Banjarmasin)

IB PTA Banjarmasin

14 Doni Burhan Efendi, S.H.I. IV/b Ketua PA Mempawah IB PTA Pontianak

15 H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Kolaka IB PTA Kendari

16 Fajri, S.Ag. IV/b Ketua PA Pariaman IB PTA Padang

17 H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. IV/b Ketua PA Muara Bulian IB PTA Jambi

18 Dr. Jamadi, Lc., M.E.I. IV/b Ketua PA Wonosari IB PTA Yogyakarta

19 Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. IV/b Ketua PA Cirebon IB PTA Bandung

20 Dr. Imran, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Sumbawa Besar IB PTA Mataram

21 Dr. Saiful, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Rangkasbitung IB PTA Banten

22 Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., 
M.H.I.

IV/b Ketua PA Sungguminasa IB PTA Makassar

23 Dadi Aryandi, S.Ag. IV/b Ketua PA Sambas IB PTA Pontianak

24 Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Probolinggo IB PTA Surabaya

25 H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, 
Lc., M.Ec., M.H.

IV/b Ketua PA Kudus IB PTA Semarang

CALON PESERTA KEGIATAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN/FIT AND PROPER TEST  SECARA VIRTUAL

CALON WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH KELAS IA TAHUN 2024

Lampiran I

1



No. Nama G/R Jabatan Satuan Kerja Kelas Wilayah Hukum

26 Nurmaidah, S.H.I., M.H. IV/b Ketua PA Luwuk IB PTA Palu

27 Muadz Junizar, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Klaten IB PTA Semarang

28 Elly Fatmawati, S.Ag. IV/b Ketua PA Blora IB PTA Semarang

29 Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. IV/b Ketua MS Sigli IB MS Aceh

30 Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. IV/b Ketua PA Ngamprah IB PTA Bandung

31 H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., 
M.S.I.

IV/b Ketua PA Curup IB PTA Bengkulu

32 H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.S.I. IV/b Ketua PA Temanggung IB PTA Semarang

33 Evawaty, S.Ag., M.H. IV/b Ketua PA Kisaran IB PTA Medan

34 H. Mahrus, Lc., M.H. IV/b Ketua PA Kota 
Tasikmalaya

IB PTA Bandung

35 Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. IV/b Ketua PA Purworejo IB PTA Semarang

36 Yedi Suparman, S.H.I., M.H. IV/b Ketua MS Lhokseumawe IB MS Aceh

37 Maman Abdur Rahman, S.H.I., 
M.Hum.

IV/b Ketua PA Sukoharjo IB PTA Semarang

38 Riana Ekawati, S.H, M.H. IV/b Ketua PA Karanganyar IB PTA Semarang

39 Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. IV/b Ketua PA Sukabumi IB PTA Bandung

40 Elmishbah Ase, S.H.I. IV/b Ketua PA Batusangkar IB PTA Padang

41 Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. IV/b Ketua PA Bangko IB PTA Jambi

42 Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., 
M.S.I.

IV/b Ketua PA Banyumas IB PTA Semarang

43 Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. IV/b Ketua PA Kayuagung IB PTA Palembang

44 Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. IV/b Ketua PA Pasuruan IB PTA Surabaya

45 Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. IV/b Ketua PA Cilegon IB PTA Banten

46 Soleh, Lc., M.A. IV/b Hakim PA Jember IA PTA Surabaya
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 Lampiran II Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 

 
KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN PESERTA  

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) SECARA VIRTUAL 
CALON WAKIL PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA TAHUN 2024 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………………………………………………… 
NIP : …………………………………………………………………………… 
Pangkat, Gol, Ruang : …………………………………………………………………………… 
Jabatan : ………………………………/...………………………………………… 
Satker : ……………………………………………… Kelas ...………………… 
Wilayah Hukum : …………………………………………………………………………… 
Nomor HP : …………………………………………………………………………… 
Alamat E-Mail : ……………………………………………(Harus domain gmail.com) 

Dengan ini saya menyatakan: 

Pilihan 1 (Dipilih jika calon peserta bersedia) 

1. Bersedia mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil 
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; 

2. Menyerahkan sepenuhnya penempatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah Kelas IA kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., 
apabila saya dinyatakan lulus. 

Sebagai data dukung, berikut saya lampirkan dokumen persyaratan berupa: 

1. Surat Keterangan Tidak Pernah/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Sedang/Berat; 
2. Surat Persetujuan Pimpinan Unit Kerja/Pengadilan; 
3. Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Pengadilan; 
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; 
5. Bukti pengiriman LHKPN Tahun 2023 dan Tahun 2024. 
 

Pilihan 2 (Dipilih jika calon peserta tidak bersedia) 

Tidak bersedia mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil 
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., dengan alasan 
…………………………………… 

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan dokumen pendukung berupa: 

1. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit (contoh) 
2. Surat Penolakan Suami (contoh) 
3. …………………………………………………………… 

…………, Juni 2024 
Yang menyatakan, 
 
Meterai Rp.10.000,- 
 
Nama dan Gelar 
NIP. …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Pass Photo 
Terbaru 

berwarna  
3x4 cm 
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Lampiran III Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 

 

KOP PENGADILAN 

 
SURAT KETERANGAN 

TIDAK PERNAH/TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT 
NOMOR:………………..……………. 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama ………… 

menerangkan bahwa: 

Nama : …………………………………………………………………………… 

NIP : …………………………………………………………………………… 

Pangkat, Gol, Ruang : …………………………………………………………………………… 

Jabatan : ……………………………………/……………………………………. 

Satker : ……………………………………………… Kelas ...………………… 

tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat. 

Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Uji Kepatutan 

dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar’iyah Kelas IA Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

…… Juni 2024 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama………. 

 

 

Nama dan Gelar 
NIP. …………………………….. 
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Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 

 

KOP PENGADILAN 

 
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PIMPINAN *) 

Nomor : ……………………………………………… 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………………………………………………… 

NIP : …………………………………………………………………………… 

Golongan/Ruang : …………………………………………………………………………… 

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama…………………. …………..… 

Dengan ini menyatakan menyetujui dan memberikan izin / tidak menyetujui dan tidak 
memberikan izin *) kepada: 

Nama : …………………………………………………………………………… 

NIP : …………………………………………………………………………… 

Pangkat, Gol, Ruang : ………………………………………………………………………… 

Jabatan : …………………………………………………………………………… 

Satker : ……………………………………………… Kelas ...………………… 

Wilayah Hukum : …………………………………………………………………………… 

untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil 

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA Tahun 2024 yang diselenggarakan 

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., dengan 

alasan……………**) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

………… Juni 2024 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama ………….. 
 

 

Nama dan NIP 

*) Pilih salah satu. 

**) Sebutkan alasan jika tidak menyetujui. 
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Lampiran V.a Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung R.I. 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 

 
Formulir Permohonan Tempat Ujian (Untuk Panitia Ditjen Badilag) 
 
 ........... Juni 2024 
Hal : Permohonan Tempat Ujian 
 
Yth. Ketua Panitia Ujian 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 
Di-  

Jakarta 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : .............................................................................................. 
NIP  : .............................................................................................. 
Gol/Ruang  : .............................................................................................. 
Jabatan  : .............................................................................................. 
Satker  : .......................................................... Kelas ......................... 
Wilayah Hukum : .............................................................................................. 

mengajukan permohonan tempat ujian kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper 
Test) Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA 
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di: 

Satker : .......................................................... Kelas ......................... 
Wilayah Hukum : .............................................................................................. 

Dengan alasan: ***) 
1. Sedang menjalankan Cuti di........... 
2. Terkendala jaringan listrik/jaringan internet di satker. 

 
Demikian dan terima kasih 
 

Pemohon, 
 
 
 
........................... 
NIP. ................... 
 

Tembusan: 
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama ............... (wilayah hukum peserta); 
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama ............... (wilayah hukum tempat ujian); 
3. Ketua Pengadilan Agama ............... (satker peserta); 
4. Ketua Pengadilan Agama ............... (satker tempat ujian peserta). 

 
*) pilih salah satu 
**) pilih salah satu atau keduanya 
***) pilih salah satu atau tambahkan beberapa alasan 
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Lampiran V.b Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 
 
 
Formulir Permohonan Tempat Ujian (Untuk Satker yang dimohon bantuan) 
 

 
 ........... Juni 2024 
Hal : Permohonan Tempat Ujian 
 
Yth. Ketua Pengadilan Agama ………. ...... Kelas..... 
Di .................. 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : .............................................................................................. 
NIP : .............................................................................................. 
Gol/Ruang : .............................................................................................. 
Jabatan : .............................................................................................. 
Satker : .......................................................... Kelas ......................... 
Wilayah Hukum :  .............................................................................................. 

Keikutsertaan : Calon Wakil Ketua PA/MS Kelas IA 

mengajukan permohonan tempat ujian Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) 
Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA Tahun 
2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di: 

Satker : .......................................................... Kelas ......................... 
Wilayah Hukum :  .............................................................................................. 

Dengan alasan: ***) 
1. Sedang menjalankan Cuti di........... 
2. Terkendala jaringan listrik/jaringan internet di satker. 

 
Demikian dan terima kasih 
 
 

Pemohon 
 
 
 
........................... 
NIP. ................... 
 

Tembusan: 
1. Panitia Ujian di Ditjen Badilag; 
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama ............... (wilayah hukum peserta); 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama ............... (wilayah hukum tempat ujian); 
4. Ketua Pengadilan Agama ............... (satker peserta). 

 
 

*) dipilih salah satu 
**) dipilih salah satu atau keduanya 
***) dipilih salah satu atau beberapa alasan. 
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Lampiran VI Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1170/DJA/KP3.1.2/VI/2024 

Tanggal : 6 Juni 2024 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN 

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) SECARA VIRTUAL 
CALON WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA 

TAHUN 2024 
 

Para peserta wajib menaati tata tertib ujian, sebagai berikut: 
1. Mengikuti seluruh tahapan ujian secara virtual yang telah ditetapkan oleh Panitia; 

2. Membaca dan memahami petunjuk pelaksanaan dan tata tertib ujian Fit and Proper 

Test ditentukan oleh Panitia Ditjen Badilag; 

3. Telah hadir secara fisik di satker dan hadir secara virtual di aplikasi Zoom 

maksimal 30 menit sebelum pelaksanaan ujian; 

4. Jika dalam waktu 5 menit Peserta tidak bergabung ke saluran Zoom Penguji 

terhitung waktu ujian dimulai tanpa ada alasan, Penguji akan mendiskualifikasi; 

5. Memastikan telah menyiapkan sarana dan prarasana yang dibutuhkan, meliputi: 

a. 1 (satu) ruang khusus di Pengadilan yang tenang dan tidak bising; 

b. 1 (satu) buah Komputer/Laptop yang telah terinstal aplikasi Zoom untuk ujian 

dan aplikasi Team Viewer untuk mengawasi aktifitas/meremote jika terjadi 

kendala di peralatan peserta; 

c. 1 (satu) buah Komputer/Laptop/Handphone yang telah terinstal aplikasi Zoom 

sebagai sarana pengawas ujian; 

d. Mikrofon internal/eksternal; 

e. Speaker eksternal/Headshet/Earphone; 

f. Kamera eksternal jika dibutuhkan; 

g. Kabel dan jaringan internet; 

h. Kabel listrik; 

i. Modem dan genset jika dibutuhkan; 

j. Penulisan akun zoom peserta telah sesuai dengan format: [no tes]. [nama tanpa 

gelar]. 

Penulisan Benar Penulisan Salah 

001.  RINA HERLINA 
atau 

001.  Rina Herlina 

NOMOR 001 RINA HERLINA atau 
001.  RINA HERLINA, S.H., M.H. atau 
001.  RINA HERLINA, HAKIM PENGADILAN AGAMA 

JAKARTA PUSAT atau 
001.  RINA HERLINA, HAKIM PA JAKARTA PUSAT atau 
001.  RINA HERLINA, HPA JAKARTA PUSAT 
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k. Membuat dan memasang baner sebagai penanda identitas peserta, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1) Penulisan format identitas peserta pada Baner, sebagai berikut: 

Nomor Tes [00…] 

Nama Kelompok 

Nama Peserta 

Nama Satker Peserta 

Contoh penulisan: 

 

 

 

2) Baner dibuat dalam bentuk persegi panjang, dengan ukuran minimal tinggi 
45 cm, panjang 90 cm dan dicetak menggunakan kertas berwarna putih; 

3) Baner dipasang di bagian belakang sebelah kanan/kiri peserta; 

 
6. Letak dan posisi peserta selama ujian secara virtual berlangsung, sebagai berikut: 

a. Berada di ruangan tertutup di Satker; 

b. Duduk dengan posisi tegak, kedua tangan dilipat menempel perut dan 
pandangan menghadap layar Komputer; 

c. Mengenakan alat bantu pendengaran berupa Headshet atau Earphone;  

d. Memastikan kamera ujian menampilkan posisi badan peserta dan banner 
penanda diri dapat terlihat jelas oleh Penguji; 

e. Memastikan kamera pengawas menampilkan keadaan ruang ujian, seperti 
posisi duduk peserta, posisi duduk pegawai yang bertugas membantu teknis TI 
dan jaringan internet terlihat oleh Pengawas Ditjen Badilag; 

f. Contoh layout dan posisi peserta sebagai berikut: 

  

Gambar 1: Tampilan peserta dari kamera ujian Gambar 2: Posisi peserta dari depan 

  
Gambar 3: Tampilan peserta dan petugas TI Gambar 4: Tampilan peserta dari kamera 

pengawas 

 

7. Selama ujian berlangsung, peserta didampingi 1 (satu) orang pegawai yang 
menguasai TI untuk membantu menyiapkan sarana prasarana; 

Posisi 
Petugas TI 

NOMOR TES 1 
RINA HERLINA 

PA JAKARTA PUSAT 
Posisi 

kamera 
pengawas 

Posisi kedua tangan peserta 

NOMOR TES 1 
RINA HERLINA 

PA JAKARTA PUSAT 

Posisi 
kamera 

pengawas 

Posisi laptop 

Posisi 
peserta 

Posisi  baner 

Posisi  baner 

Posisi 
Petugas TI 

NOMOR TES 001 
KELOMPOK I 

RINA HERLINA 
PA JAKARTA PUSAT 
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8. Peserta memastikan telah menerima meeting ID dan password aplikasi Zoom 
sejumlah Penguji dan untuk pengawas Fit and Proper Test yang dibagikan oleh 
Panitia; 

9. Selama ujian berlangsung, peserta  akan diawasi oleh Panitia Ditjen Badilag secara 
virtual; 

10. Pada saat ujian berlangsung, peserta hanya diperbolehkan membuka aplikasi 
Zoom untuk ujian dan untuk pengawas, serta satu browser yang akan digunakan 
untuk mengakses tautan soal ujian/presensi kehadiran yang akan diberikan oleh 
Panitia/Tim Penguji; 

11. Peserta harus fokus terhadap materi pertanyaan yang disampaikan Penguji; 

12. Peserta wajib mengisi presensi kehadiran secara online yang telah disiapkan oleh 
Panitia Ditjen Badilag sebelum ujian berlangsung; 

13. Bertindak dan berbicara sopan selama ujian berlangsung; 

14. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang: 

a. Membawa atau mengajak orang lain ke ruangan ujian untuk membantu 
menjawab pertanyaan ujian; 

b. Membawa dan mencontek buku, makalah atau catatan, baik dalam bentuk 
hardcopy maupun soft copy; 

c. memotong pertanyaan Penguji; 
d. Berbicara dan bertegur sapa dengan peserta lain; 
e. Makan dan minum selama ujian berlangsung; 
f. Berdiskusi dengan peserta lain; 
g. Memberikan pertanyaan dan/atau jawaban kepada peserta lain; 
h. Berbicara sebelum ada perintah dari Penguji; 
i. Meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung; 
j. Melakukan gerak-gerik yang mencurigakan selama ujian berlangsung. 

k. Fungsi mikrofon dalam posisi aktif (unmute) dan speaker dalam posisi “on” 
selama ujian berlangsung; 

l. Mengaktifkan fitur “Raise Hand” di aplikasi Zoom, jika akan menjawab 
pertanyaan dari Penguji atau izin meninggalkan ruang ujian; 

15. Ketika waktu sholat tiba, Peserta diberikan izin sekitar 10 (sepuluh) menit 
meninggalkan ruang ujian untuk melaksanakan sholat secara bergantian, yang 
akan diatur oleh Penguji/Host Penguji; 

16. Mengikuti petunjuk/perintah lain yang diberikan oleh dari Panitia Dijten Badilag 
atau Penguji; 

17. Panitia Ditjen Badilag atau Penguji berhak mencoret dan mendiskualifikasi Peserta 
yang melanggar ketentuan dalam tata tertib ini. 

 

 


		2024-06-07T13:18:42+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik


		2024-06-07T14:10:18+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




